BABII
NORMA AKAD “ARIYAH, DARAH, BAY’, SHIRKAH
DALAM HUKUM ISLAM

A. Norma Akad ‘Ar/yah dalam Hukum Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum ‘ Ariyah
* Ariyah menurut terminologis berarti pembolehan memanfaatkan
suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga
keutuhan barang itu." Wahbah Zuhaili dalam kitab Figh Al-Islam Wa-
Adillatuhu ~ yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani
mengemukakan bahwa lafal ‘ariyah adalah nama bagi sesuatu yang
dipinjam, diambil dari kata : ‘ara yang sinonimnya dzahaba waja’a
artinya pergi dan datang.’
Menurut istilah, definisi ‘ariyah dikemukakan oleh para ulama
sebagai berikut:
a. Menurut ulama Hanafiyah, ‘ ar7yah adalah :
“Memiliki manfaat secara cuma-cuma.”

b. Menurut ulama Malikiyah, ‘ariyah adalah :
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“Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.”

! Miftahul Khairi, Terjemah al- Fighul Muyassar Qismul-Mu’amalat, (Y ogjakarta: Maktabah Al-
Hanif, 2014), 341.
* Abdul Hayyie al-Kattani, Terjemah Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5, (Jakarta : Gema
Insani, 2011), 54.
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c. Menurut ulama Syafi’iyah, ‘ariyah adalah :

G ol s U il SR T i e p T
: C“j;ii)\ S
“Kebolehan mengambil manfaat yang diberikan dari seseorang yang
memiliki kecakapan untuk melakukan kebajikan, atas sesuatu yang
mungkin diambil manfaatnya, serta zat barangnya tetap supaya
dapat dikembalikan kembali kepada pemiliknya.”
d. Menurut ulama Hanabilah, ‘ ariyah adalah :
e
“Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari
peminjam atau yang lainnya.”™
Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut,
ada perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum asal akad ‘ariyah,
apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar
kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah
mengatakan bahwa ‘ariyah merupakan akad yang menyebabkan
peminjam memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjaman itu
dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh
sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada
orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi
miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatannya
bagi peminjam saja atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk
meminjamkannya kepada orang lain.

Akan tetapi, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

akad ‘ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh

3 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 91.



23

sebab itu, pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam dan ia
tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Namun demikian,
seluruh ulama figh sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak
boleh menyewakannya kepada orang lain.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ulama mazhab
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ‘ariyah adalah suatu hak untuk
memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa
imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat
harus dikembalikan kepada pemiliknya.’

‘Ariyah merupakan perbuatan yang dianjurkan berdasarkan Al-
Qur’an dan Sunnah. Dalil hukum °ariyah terdapat dalam al-Qur’an surat

al-Ma’idah [5] ayat 2 :
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.”™

Dalam surat di atas Allah memerintahkan umat Islam untuk saling

tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk

tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah

‘ariyah, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan

olehnya.

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 468.
> Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 106.
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Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan
barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan,

sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’ [4] ayat 58 :
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‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. "

Disamping Al-Qur’an dasar hukum ‘ariyah juga terdapat dalam
hadis Rasulullah Saw, yaitu :
T oy B e Ak LA 358 a8 4,)\&5\

“Pinjaman harus dikembalikan, minhah harus dikembalikan pula, utang

harus dibayar, dan penjamin harus menanggung.” (Riwayat At-Tirmidzi
n0.1265).°
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“Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanat
kepadamu, dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang
mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud no.3534)."

Ulama fikih sepakat bahwa akad ‘ariyah bersifat tolong-menolong.
Tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifat amanah ‘ariyah di tangan

peminjam. Menurut mazhab Hanafi, ‘ariyah bersifat amanah bagi

peminjam. Peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan

Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 87.

7 At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 224.

8 Fachrurazi, 7t erjemah Sunan At-Tirmidzi Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 655.

? Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Asy’ats, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 392.

10 Abd. Mufid Thsan, 7 erjemah Sunan Abu Dawud Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 324.
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barang yang tidak disebabkan oleh perbuatan dan kelalaiannya dalam
memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, apabila kerusakan itu
disengaja atau karena kelalaian peminjam dalam memelihara amanah
tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi. Mazhab Hanbali berpendapat
bahwa ‘ariyah adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik
disebabkan perbuatan peminjam maupun sebab-sebab lainnya di luar
jangkauan peminjam, maka pihak peminjam wajib membayar ganti rugi
apabila barang itu rusak atau hilang. Alasannya berdasarkan pada sabda

Rasulullah SAW :

A5 B wiefed B 06 de @ o 0,0 o
“Setiap orang wajib menjamin apa yang telah diambil hingga ia
menggantinya .” (HR. Ibnu Majah no.2400)"!
Akan tetapi, apabila barang yang dipinjam adalah barang yang
sifatnya untuk kemaslahatan umum (seperti buku ilmu pengetahuan)

kemudian dalam pemanfaatannya terjadi kerusakan tanpa disengaja oleh

peminjam, maka ia tidak dikenakan ganti rugi.?

2. Rukun dan Syarat ‘ Ariyah

a. Rukun ‘Ariyah
Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ‘ar7yah terdiri dari
4 (empat), yaitu :
1. A/I-Mu’ir (orang yang meminjamkan), yaitu pemilik barang yang

dipinjam;

" Tbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Saudi Arabia: Baitul Afkari Addauliyah, 1419 H), 259.
2Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006),

122.
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2. Al-Musta’ir (orang yang meminjam);

3. A/l-Mu’ar (barang yang dipinjam);

4. Sighat (perkataan atau perbuatan yang menunjukkan arti pinjam-
meminjam).

b. Syarat-syarat ‘ Ariyah

1. Orang yang meminjamkan merupakan pemilik yang berhak untuk
meminjamkannya.

2. Orang yang meminjam harus orang yang telah berakal dan cakap
bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat
dipercayai memegang amanah, sedangkan barang ‘ariyah ini pada
dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang
memanfaatkannya.

3. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat
dimanfaatkan dan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan
akan habis atau musnah seperti makanan.

4. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan
oleh agama (syara’)."

B. Norma Akad Jjarahdalam Hukum Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah
Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata a/- ajrun yang
berarti /7wadu pengganti. Oleh karena itu, £shawab ‘pahala’ disebut juga

dengan a/l-ajrun ‘upah’. Dalam syariat Islam, 7jarah adalah jenis akad

3 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 471.
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untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Jjarah (sewa) adalah
kepemilikan manfaat atas barang. Akad 7jarah mengharuskan
penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri.'*
Ada beberapa definisi 7jarah yang dikemukakan oleh ulama fikih.
a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya :
P g 0 S
“transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya :
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“transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu dan bisa
dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya :
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“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu
dengan suatu imbalan.”"”

Dasar hukum 7jarah terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Al-

Qur’an surat (Al-Qasas [28] : 27) :

Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh
tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak

"* Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 113-114.
15 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228-229.
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hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku
Termasuk orang- orang yang baik™."®

Disamping Al-Qur’an dasar hukum 7jarah juga terdapat dalam

hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no.3391 :

025 68 G ol G G5 ¢ 50 5 50 o Gy ol g KO
17,8, 08 % . 25°%8 8 . T LS ot a% 2
nas Bl Chdy g SOOT WA B L L L W
“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman
yang tumbuh. Lalu Rasulullah Saw melarang kami dengancara itudan
memerintahkan kami agar membayarnya dengan upah emas atau
perak.”'®
2. Rukun dan Syarat /jarah
a. Rukun Zjarah
Menurut ulama Hanafi, rukun 7jarah hanya satu, yaitu zjab
(ungkapan menyewakan) dan gabul/ (persetujuan terhadap sewa-
menyewa). Menurut jumhur ulama, rukun 7jaraf itu ada empat, yaitu :
1. ‘aqid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir
(orang yang menyewa),
2. Sighat, yaitu ijab dan gabul,
3. Ujrah(uang sewa), dan
4. Manfaat dari suatu barang yang disewa.
b. Syarat Jjarah
1. Untuk kedua orang yang berakad, disyaratkan telah ba/igh dan

berakal.

'® Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 388.
'7 Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Asy’ats, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 380.
18 Abd. Mufid Thsan, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 309.
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. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad 7jarah. Apabila salah seorang di antaranya
terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

. Manfaat yang menjadi objek 7arah harus diketahui secara
sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
Apabila manfaat yang akan menjadi objek 7jarah tersebut tidak
jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan
berapa lama manfaat di tangan penyewa.

Objek 7jarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung
dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak
bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

Objek 7jarah tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh
sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa
seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang
untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh
menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan
tempat ibadah mereka.

. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan salat untuk diri
penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk

menggantikan haji penyewa. Ulama fikih sepakat menyatakan
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bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena salat dan haji
merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

7. Objek 7jarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

8. Sewa dalam akad jjarah harus jelas dan sesuatu yang bernilai
harta. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan bahwa khamar
dan babi tidak boleh menjadi upah / sewa dalam akad 7jarah,
karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam."

C. Norma Akad Bsy’ dalam Hukum Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bay’

Al-Bay’ atau jual beli menurut etimologi Wahbah Zuhaily adalah :
20 o - o ;// s
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“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (a/-bay’) menurut bahasa
sebagai berikut :
22 7 a8 s s 2 s ol 558
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Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara
mutlak.*’
Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi jual beli

yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu :

a. Menurut ulama Hanafiyah :

' Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 661-662.

20 Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989),344.
! Abdul Hayyie al-Kattani, Terjemah Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5..., 54.

* Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 126.

2 Nor Hasanuddin, 7erjemahan Figh Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena, 2004), 121.
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“jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan
perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang
atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

b. Menurut ulama Malikiyah :

o8 3% 57

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbal balik) atas selain
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

c. Menurut ulama Syafi’iyah :
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“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-
menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti
untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk
waktu selamanya.”

d. Menurut ulama Hanabilah :
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“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta

dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan

manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan

utang.”**

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab
tersebut dapat diambil intisari bahwa :

1) Jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh

dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak

kedua menyerahkan imbalan, baikberupa uang maupun barang.

2% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 175-176.
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2) Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli
bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat
tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan
demikian, 7jarah (sewa menyewa) dan ‘ariyah (pinjam meminjam)
tidak termasuk jual beli karena pemanfaatannya hanya berlaku
sementara waktu yang telah ditetapkan.”

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an,
Sunnah dan 7jma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli
hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’, adapun
dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur’an yaitu dalam surat Al-
Bagarah [2] ayat 275 :
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“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*®

Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 282 disebutkan :
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“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.””’

Dijelaskan pula dalam Al-Qur’an surat An-Nisa [4] ayat 29 :

> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 175-176.
 Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 47.
7 Ibid., 48.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”®

Adapun dasar hukum dari hadis, Ibnu Umar r.a. menceritakannya

dan di riwayatkan dalam Hadis Riwayat Bukhari no. 2407 :
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Bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi saw., ia terkena tipu
dalam jual belinya, maka Nabi saw. Bersabda, “apabila engkau
melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah dengan tidak ada
tipuan.” Kemudian orang itu mengataikannya.30

f

2. Rukun dan Syarat Bay’
a. Rukun Bay’

Al-Bay’ atau jual beli merupakan suatu akad dan dipandang
sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun
dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Berikut uraiannya.

Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli hanya 7jab dan gabul/
saja. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah
kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (a/-muta’aqgidain) yaitu penjual dan pembeli

* Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 83.
* Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 451.
3% Achmad Sunarto, Terjemah Shahih Al-Bukhari Jilid 2, (Semarang : CV. Asy Syifa’, 1993), 242.
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Adanya Sighat (1afal 7jab dan gabul).
Ma’qud ‘alaih (objek akad).

Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Bay’

1.

Kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan
sukarela, tanpa ada paksaan.

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yakni
seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu
seseorang yang telah baligh, berakal, merdeka dan rasy7id (cerdik

bukan idiot).

. Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual

atau yang menduduki kedudukan kepemilikan (seorang yang
diwakilkan untuk menjual barang).

Barang yang di jual adalah barang yang mubah (boleh) untuk
diambil manfaatnya, seperti menjual barang yang halal dan
bukan barang yang Aaram.

Barang yang dijual atau di jadikan transaksi adalah barang yang
bisa untuk diserahkan. Jika barang yang dijual tidak bisa
diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya.

Barang yang dijual merupakan sesuatu yang diketahui oleh
penjual dan pembeli, dengan melihatnya dan memberitahu sifat-
sifat barang tersebut sehingga membedakannya dengan yang lain

sehingga tidak mengandung unsur gharardalam jual beli.
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7. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,
tidak mengandung unsur riba.’’
D. Norma Akad Shirkshdalam Hukum Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum Shirkah
Menurut bahasa shirkah berarti suatu akad kerjasama yang
dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu usaha
dengan tujuan memperoleh keuntungan.*>
Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi shirkah
yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu :

a. Menurut Hanafiyah :

0%, - P .y o7 /./ﬂoxc/ i/ o/f// - i/a%'_/
Shirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua
orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.

b. Menurut Malikiyah :
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Shirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarrufbagi keduanya
beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan
persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf
terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf
bagi masing-masing peserta.

c. Menurut Syafi’iyah :

31 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 115-116.

32 Syarif Hidayatullah, Qawa id Figiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah
Kontemporer, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 119.

33 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 340-341.
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Shirkah menurut syara’ adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak
atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.>*
d. Menurut Hanabilah :
S B g s s T
Shirkah adalah bersama-sama dalam kepemilikan atas hak dan
tasarruf.

Dari pengertian shirkah yang telah di sebutkan, dapat disimpulkan
bahwa shirkah dalam transaksi bisnis kontemporer sekarang ini adalah
sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu,
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik dana maupun
tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.™

Shirkah merupakan akad yang dibolehkan bersadarkan Al-Qur’an

dan Sunnah. Dasar hukum shirkah dari Al-Qur’an terdapat dalam :

1. QS. an-Nisa [4]: 12

“ .. Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu..”°

2. QS. Sad [38] : 24

3 Nor Hasanuddin, Zerjemahan Figh Sunnah Jilid 4..,293.
3 Syarif Hidayatullah, Qawa id Figiyyah dan Penerapannya..., 120.
36 Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 79.
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“... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh;
dan Amat sedikitlah mereka ini...”’

Adapun dasar hukum shirkah dari hadis yang diceritakan oleh Abu
Hurairah r.a., yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu

Dawud no.3383 bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:
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Allah swt., telah berfirman (dalam hadis qudsi-Nya), “aku adalah orang
yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah seorang
diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila ia berkhianat
terhadapnya, maka Aku keluar dari mereka berdua.”>°
2. Rukun dan Syarat Shirkah
a. Rukun Shirkah
Ulama Hanafi mengemukakan bahwa rukun shirkah dengan
segala bentuknya adalah 7ab (ungkapan penawaran melakukan
perserikatan) dan gabu/ (ungkapan penerimaan perserikatan). Bagi
ulama Hanafi, orang yang berakad dan objeknya bukan termasuk
rukun, tetapi termasuk syarat.

Menurut jumhur ulama, rukun shirkah itu ada tiga, yaitu :

a.) Sighat (1afal) 7jab dan gabul

37 Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ...., 454.
3% Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Asy’ats, Sunan Abu Dawud..., 379.
3 Abd. Mufid Thsan, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 2..., 308.
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b.) Orang yang berakad
c.) Objek akad.
b. Syarat Shirkah
Perserikatan dalam kedua bentuknya yaitu : shirkah al-amlak dan
shirkah al-uqgud mempunyai syarat sebagai berikut :

a.) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.
Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek
perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil
seluruh pihak yang berserikat.

b.) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak
harus ditentukan dengan jelaskan ketika berlangsungnya akad.

c.) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan,
bukan dari harta lain.*’

3. Macam-macam Akad Shirkah
Shirkah terbagi dalam dua bentuk, yaitu Shirkah Amlak
(perserikatan dalam pemilikan) dan Shirkah ‘Uqud (perserikatan
berdasarkan suatu akad).
a. Shirkah Amlak
Shirkah amlak menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Figh Al-
Islam Wa- Adillatuhu yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-
Kattani mengandung pengertian sebagai bentuk kepemilikan lebih

dari satu orang terhadap suatu barang tanpa diperoleh melalui akad,

40 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1714.
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tetapi karena melalui warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang

berakibat pemilikan.*' Dalam shirkah ini kepemilikan dua orang atau

lebih berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dalam hal

keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Bentuk shirkah amiak ini

terbagi menjadi dua bagian, yaitu shirkah ikhtiari dan jabari™ :

1)

2)

Shirkah ikhtiari (sukarela) adalah suatu bentuk kepemilikan
bersama yang muncul akibat tindakan hukum orang yang
berserikat, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu
abarang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari
oranglain maka benda-benda tersebut menjadi harta sertikat
(bersama) bagi mereka berdua.

Shirkah jabari (paksa) adalah suatu bentuk kepemilikan bersama
yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang
berserikat®®, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih
tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang
mereka terima. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama
bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para fiugaha, hukum kepemilikan shirkah amlak

disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri

secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan

*! Abdul Hayyie al-Kattani, Terjemah Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5..., 442.
*> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1713.

* bid.
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atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan.
Karena masing-masing pihak memiliki hak yang sama.**
b. Shirkah ‘Ugqud
Shirkah ‘uqud menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Figh Al-
Islam Wa- Adillatuhu yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-
Kattani adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk
menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.®
Shirkah ‘uqud terbentuk karena adanya kesepakatan antara dua
orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan
mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.*®
Secara umum, menurut para ulama figh, shirkah terbagi
kedalam empat macam, yaitu shirkah inan, shirkah mufawadah,
shirkah wujih dan shirkah abdan.”’
1) Shirkah Inan

Pengertian shirkah inan menurut Sayyid Sabiq adalah

sebagai berikut:
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“Shirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara

duapihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan
keuntungan dibagi di antara mereka.”*®

Shirkah inan merupakan kerjasama antara dua orang atau

lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama

* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 131.
* Abdul Hayyie al-Kattani, Terjemah Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatubu, Juz 5..., 443.
% Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1712.

" Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 165.

* Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah juz 3., 295.



41

dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan
jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-
masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil
berbeda sesuai dengan kesepakatan.
Dalam hal ini para fugaha membuat kaidah :
A6 e sy b G B A

“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai

dengan modal masing-masing”.*

Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk
perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam bentuk shirkah inan
ini, modal yang di gabungkan oleh masing-masing pihak tidak
harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki
modalyang lebih besar dan pihak lainnya. Demikian juga halnya
dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh satu pihak
bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut,
sedangkan satu pihak lain tidak bertanggung jawab.

2) Shirkah Mutawadah

Mufawadah dalam arti bahasa adalah al-musawah, yang
artinya “persamaan’. Dalam shirkah mutawadah terdapat unsur
persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan (tasarruf

(tindakan hukum).

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 225.
5% Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1712.
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Dalam arti istilah yang didefinisikan oleh Wahbah Az-
Zuhaili dalam bukunya Figh Islam Wa Adillatuhu yang
diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, shirkah
mufawadah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam
mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama
dalam modal, tasarruf dan agamanya, masing-masing peserta
menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal
yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun
pembelian”.”’

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa
shirkah mufawadah adalah suatu perjanjian kerjasama antara
beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan,
dimanasetiap peserrta menjadi penanggung jawab atas peserta
yang lainnya.

Shirkah Wujuh

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah Juz 3
yang diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin , shirkah wujuh adalah
pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang
lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada

penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap

*! Wahbah Zuhaily, A/-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 3, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie

al-Kattani..., 445.
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mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam
keuntungan.*

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa shirkah wujuh
yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli
sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan
keuntungan dibagi antara sesama mereka.

Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar. Dalam
perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang
secara kredit, kemudianbarang yang mereka kredit itu mereka
jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

Hukum perserikatan ini diperselisihkan para ulama figh.
Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa perserikatan
ini dibolehkan, karena dalam perserikatan ini masing-masing
pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain
itupun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra
serikatnya.

Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah
menganggap perserikatan ini batil. Alasan mereka adalah obyek
perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam
shirkah wujuh tidak demikian, karena baik modal maupun kerja

dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang

32 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 4, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin..., 319.
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mengikatkan diri dalam shirkah wujuhtidak ada, bentuk kerjanya
pun tidak jelas.”
Shirkah Abdan

Definisi shirkah abdan menurut Sayyid Sabiq adalah
kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu
pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara
mereka sesuai dengan kesepakatan.>*

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
shirkah abdan merupakan perserikatan yang dilaksanakan oleh
dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.
Selanjutnya, hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu
dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua pihak
berdasarkan perjanjian.”

Shirkah ini menurut para ulama adalah boleh, karena tujuan
dari shirkah ini adalah untuk mendapatkan keuntungan.
Masyarakat juga telah mempraktekkan shirkah jenis ini. Selain
itu, karena shirkah ini dapat dilakukan dengan modal harta dan

dan modal pekerjaan.>®

4. Kewajiban Masing-Masing Pihak

>3 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 171.

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 4, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin..., 320.

> Rahmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 351.

*Wahbah Zuhaily, A/-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie

al-Kattani..., 449.
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Bila suatu akad shirkah yang dibuat oleh para pihak telah
memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk
dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi. Prestasi adalah
para pihak yang telah setuju mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
(akad) berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan apa yang sudah
ditentukan.’’

Kewajiban adalah akibat hukum yang mengharuskan para pihak
berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan.
Keberlakuan kewajiban dalam akad shirkah adalah akibat hukum dari
suatu akad shirkah itu sendiri. Yaitu perbuatan dalam melakukan
kerjasama dalam bentuk kewajiban. Pemenuhan kewajiban inilah yang
merupakan bentuk daripada akibat hukum suatu perjanjian.’®

Kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para
pihak, maksudnya adalah kewajiban di pihak pertama merupakan hak
bagi pihak kedua, begitupun sebaiknya, kewajiban dipihak kedua
merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum
disini tidak lain adalah pelaksanaan daripada suatu perjanjian itu
sendiri.”

Kewajiban para pihak dalam memenuhi akad ini mendapat

penegasan kuat dalam ayat suci Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw, yaitu :

> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 313.
% Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),

132.

* Daeng Naja, Contract Drafting : Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Cet 2,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 21.
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Q.S. al-Isra’ [17] ayat 34 :
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“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah
janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
jawabnya.”®

Q.S. al-Maidah [5] ayat 1 :

z
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu”™®'

Hadits Rasulullah Saw.
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“Orang-orang muslim itu setia kepada syarat-syarat (klausul) yang
mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan
menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidzi no.1352)%

Pihak yang terikat dalam suatu akad dikatakan telah melakukan

prestasi apabila pihak tersebut tidak melakukan ingkar janji atau yang

sering disebut dengan wanprestasi.

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena

kesalahannya :

a.

b.

Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

yang dijanjikan;

% Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan ..., 285.

%! 1bid., 106.

62 At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Saudi Arabia: Baitul Afkari Addauliyah, t.t), 237.
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c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Terhadap pihak yang telah ingkar janji atau melakukan
wanprestasi dalam suatu ikatan perjanjian (akad), dan tindakan tersebut
merugikan salah satu pihak, maka pihak yang merugikan tersebut wajib
mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan memberikan
sanksi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad. Selain
mengganti kerugian, dan memberikan sanksi, pihak yang merasa

dirugikan dapat pula membatalkan perjanjian yang telah disepakati.®’

3 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dalam Islam, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011),

103.



